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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis 

merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan ,perbuatan ,dan 

sebagainya ) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk 

perkaranya dan sebagainya ). 
1
 

Sehubungan dengan itu, maka yang akan di analisis adalah putusan yang 

dikeluarkan oleh majelis Hakim  Pengadilan Negeri Manggala dan Pengadilan Negeri 

Sampang, karna terdapat perbedaan dalam  putusan dengan tindak pidana dan Pasal 

yang didakwakan oleh penutut umum  hampir sama,dalam putusan pengadilan ini 

kejahatan yang dilakukan adalah kejahatan tindak pidana cabul yang masuk kedalam 

jenis kejahatan kesusilaan. 

 Dalam kedua putusan pengadilan negeri tersebut Jaksa penuntut umum 

menuntut terdakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak .Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan kejahatan 

kesusilaan yang merugikan korban baik secara materil maupun secara 

moral,meskipun demikian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

selanjutnya disebut dengan KUHP telah mengatur tentang kejahatan tindak pidana 

                                                           
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia,2005, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai 

Pustaka,Jakarta, hlm.4 
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cabul yang di cantumkan dalam Pasal 289 sampai dengan 296. Dalam Pasal 290 

disebutkan bahwa “diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun 
2
: 

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang , padahal 

diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya; 

2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum 

lima belas tahun atau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum 

waktunya untuk dikawin; 

3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya 

harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau 

umurnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk 

dikawin , untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul , 

atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. 

 Dipertegas lagi apabila perbuatan pencabulan dilakukan oleh dokter, 

guru, pegawai atau orang yang penjagaannya diserahkan kepadanya atau 

dipercayakan kepadanya, maka orang tersebut juga diancamkan pidana 

yang sama sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 290   ayat ( 1 ) 

 “ barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya , 

anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang belum 

dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 

                                                           
2
 Himpunan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, 2014,Laksana,Jogjakarta,hlm 497-498 
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kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum 

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun “.  

Dan yang lebih khusus lagi apabila tindak pidana cabul dilakukakn oleh anak 

atau anak sebagai korban, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak. Karena anak merupakan generasi penerus bangsa, itulah 

sebabnya anak harus mendapatkan perlindungan beserta hak-hak nya yang harus 

dilindungi, berdasarkan Undang-Undang perlindungan anak . 

 Dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

menyebutkan “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan  dengannya atau dengan orang 

lain,dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling 

singkat 3 ( tiga)  tahun  dan denda paling banyak  Rp.300.000.000 ( tiga ratus juta 

rupiah ) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ) . 

Dan dilanjutkan dalam Pasal 82 “ setiap orang yang dengan sengaja 

melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa melakukan tipu 

muslihat,serangkaian kebohongan ,atau membujuk anak untuk melakukan, atau 

membiarkan dilakukannya perbuatan cabul,dipidana dengan pidana penjara  paling 

lama 15 ( lima belas ) tahun dan paling  singkat 3 ( tiga ) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah ) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 ( 

enam puluh juta rupiah ) .namun dalam salah satu putusan yang menjadi study  kasus 

penelitian ,perbuatan pidana tidak di pidana sebagaimana Undang-Undang mengatur. 
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Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak ,sudah ada pemberatan terhadap tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan terhadap anak atau anak sebagai korban, 

dalam Pasal 81 ayat ( 3 ) 

 “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 

dilakukan  oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga 

kependidikan, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 ( sepertiga ) “  

dan pasal 82 ayat ( 2 ) “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 ) yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, 

tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, maka ancaman pidana nya 

ditambah 1/3 ( sepertiga ) dari pidana yang diancamkan “. 

 Dapat disimpulkan bahwa, jika yang menjadi korban tindak pidana 

pencabulan adalah anak, maka sanksi yang diancamkan lebih berat 

daripada sanksi yang di ancamkan terhadap bukan anak, akan tetapi 

didalam putusan pengadilan yang akan dianalisis, korban tindak pidana 

pencabulan adalah anak tapi putusan yang diberikan oleh hakim tidak 

menunjukkan bahwa adanya pemberatan pada pelaku tindak pidana 

pencabulan yang dilakukan terhadap anak. 

Sebagaimana diketahui dalam Putusan Hakim  979/K/Pid.Sus/2011/PN.Mgl  

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 81 ayat (1) dan pasal 82 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-



 
 

18 
 

Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo pasal 64 ayat (1) KUHP di Pengadilan Negeri 

Manggala, dengan tuntutan bahwa telah terbukti  secara sah terdakwa telah 

melakukan perbuatan ancaman, kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, bahwa terdakwa di hukum dengan pidana penjara 

selama 10 tahun dan denda sebanyak Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah ).  

Namun Hakim Pengadilan Negeri Manggala menolak semua tuntutan Jaksa 

dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan sehingga Hakim memberikan 

putusan bebas terhadap terdakwa, dengan amar putusan bahwa terdakwa tidak 

terbukti secara sah dan bersalah  telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 

oleh Jaksa Penuntut Umum, karena saksi yang di hadirkan tidak dapat di terima 

karena disebabkan oleh masih terdapat hubungan darah antara saksi yang dimintai 

keterangannya dengan korban sehingga keterangan saksi tersebut diragukan 

objektifitas nya, padahal  alat bukti yang diajukan berupa  keterangan saksi korban 

dan alat bukti surat. 

Keterangan saksi yang diajukan berupa keterangan saksi korban yaitu siti 

muljayanah yang sebagai saksi melihat, mendengar dan mengalami sendiri perbuatan 

cabul yang dilakukan terdakwa terhadapnya ,dan keterangan sasksi lainnya yang 

merupakan saudara dari saksi korban siti muljayanah, selain itu juga dilampirkan alat 

bukti surat berupa surat keterangan hasil visum et repertum Nomor 
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376/02/RSUD/IV/2010
3
 untuk memperkuat bahwa memang benar telah terjadi 

perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban.  

Namun majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala tetap menjatuhkan 

putusan bebas terhadap terdakwa, meskipun diketahui bahwa sudah terdapat dua alat 

bukti yang di hadirkan pada saat persidangan yang dapat menambah keyakinan 

majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala, untuk menjatuhkan putusan pidana 

terhadap terdakwa. Padalah diketahui dalam Pasal 183 KUHAP 

 “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya “.  

Berbeda dengan pengadilan Negeri Sampang yang menjatuhkan putusan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana cabul yang dilakukan oleh seorang paranormal, 

yang apabila dibandingkan dengan tindak pidana cabul yang dilakukan terhadap 

korban siti muljayanah perbuatan yang dilakukan lebih ringan, namun Hakim 

Pengadilan Negeri Sampang tetap menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. 

Terdapat perbedaan  penerapan aturan hukum pidanadalam  Putusan Hakim 

Nomor 215/Pid.Sus/2012/PN.Spg , dalam kasus ini terdakwa melakukan tindak 

pidana yang hampir sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa pada 

kasus tindak pidana pencabulan terhadap saksi korban siti muljayanah, dalam putusan 

                                                           
3
 Putusan Mahkamah Agung Nomor 979/K/Pid.Sus/ 2011/PN.Mgl diakses tanggal 6 Maret 

2018 pukul 09:28 



 
 

20 
 

ini disebutkan bahwa terdakwa bekerja sebagai paranormal yang akan mengobati 

penyakit korban yang diduga sakit dikarenakan dari pondok pesantren, pada saat akan 

melakukan pengobatan terhadap korban, terdakwa malah melakukakn aksi perbuatan 

cabul yang mengakibatkan korban menjadi jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri, dan 

penyakit korban tidak mengalami kesembuhan. 

 Dalam perkara pidana ini Jaksa Penuntut Umum memohon kepada majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Sampang melalui tuntutannya untuk menjatuhkan sanski 

pidana kepada terdakwa karena telah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal 82 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berbunyi 

 “ setiap orang dengan sengaja melakukan  kekerasan, ancaman 

kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan, atau  untuk 

membujuk anak untuk umelakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul 

,dipidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 ( 

tiga ) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah )  dan 

paling sedikit Rp.60.000.000 ( enam puluh juta rupiah )”. Berdasarkan tuntutan yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang 

menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun 3 bulan dan denda 

sebanyak Rp. 60.000.000 ( enam puluh juta rupiah ) .  

 Dapat dilihat bahwa terjadi disparitas antara kedua putusan Hakim dengan 

peristiwa hukum yang hampir sama bahkan pada putusan bebas yang di berikan oleh 

majelis Hakim Pengadilan Negeri Manggala terhadap terdakwa dengan perbuatan 
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yang seharusnya lebih berat hukumannya, daripada tindak pidana yang dilakukan 

oleh terdakwa pada kasus yang diadili oleh Pengadilan Negeri Sampang. 

Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum , pada kasus Tindak Pidana cabul 

yang dilakukan terhadap saksi korban Siti Muljayanah mengajukan kasasi ke 

Mahkamah Agung dan di terima permohonan kasasi dari penuntut umum sehingga 

Mahkamah Agung mengadili pada tingkat tertinggi bahwa telah terbukti secara sah 

terdakwa telah melakukan tindak pidana mengancam dengan kekerasan terhadap anak 

agar dilakukannya persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan hukuman 

pidana penjara selama 5 tahun penjara dan denda sebanyak Rp. 60.000.000 ( enam 

puluh juta rupiah).  

Dari uraian putusan pengadilan di atas dapat dilihat bahwa penegak hukum 

mengabaikan tindak pidana yang seharusnya diberikan sanksi tegas terhadap 

perbuatan tersebut, dan tidak menerapkan sanksi pidana berdasarkan aturan hukum 

pidana yang berlaku dengan adil, bahkan di tingkat Pengadilan Negeri sekalipun. Hal 

yang seperti inilah yang harus diperbaiki, karena sebagaimana mestinya hukum 

seharusya memberikan keadilan bagi masyarakat.  

Akan tetapi dalam penerapannya yang terjadi malah sebaliknya, apa yang 

diharapkan korban tidak semuanya bisa di wujudkan dengan mudah, hal ini dapat 

dilihat pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Manggala yang memberikan putusan 

bebas pada amarnya terhadap terdakwa yang sesungguhnya terbukti secara sah dan 

bersalah telah melakukan tindak pidana terhadap saksi  korban Siti Muljayanah.  
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Berbeda dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang 

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan hukuman pidana penjara dan denda, 

padahal jika dibandingkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada tindak 

pidana dalam putusan sebelumnya tidak terlalu jauh berbeda, lalu apa sebenarnya 

yang menjadikan putusan hakim di tingkat Pengadilan Negeri yang sangat berbeda.  

Dengan demikian penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini akan adanya 

perbaikan penegakan hukum di Indonesia khususnya di tingkat Pengaadilan Negeri 

agar yang menjadi korban lebih mudah untuk mendapatkan keadilan. Karena tidak 

semua orang mampu untuk memperjuangkan keadilan sampai pada tingkat banding 

maupun kasasi yang di adili oleh Mahkamah Agung. 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uaraikan ,penulis tertarik untuk 

memahami dan membuat skripsi tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana cabul yang dilakukan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya dan apa 

yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan putusan terhadap pelaku 

tindak pidana tersebut, dengan judul “ Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak 

Pidana Cabul yang Dilakukan Pada Korban Dalam Keadaan Tidak Berdaya “. 

B. Rumusan Masalah  

1. Mengapa  terjadi perbedaan penerapan Pasal di tingkat Pengadilan Negeri Sampang 

dan Pengadilan Negeri Manggala dalam menjatuhkan sanksi pidana dengan  Jenis 

Tindak Pidana yang sama ? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana  

pada Jenis  Tindak Pidana Cabul terhadap anak ? 
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C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian  ini adalah  

1. Untuk mengetahui  yang menjadi penyebab perbedaan penerapan sanksi pidana 

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  

2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap 

pelaku tindak pidana cabul terhadap anak.  

D. Manfaat penelitian 

Suatu penelitian dapat dilihat dari apa yang menjadi manfaat dari penelitian 

tersebut, dengan demikian penulis memaparkan manfaat penelitian ini dalam dua 

sudut pandang yaitu; 

1. Manfaat Teori 

Diharapkan melalui penelitian ini dapat menjadi sumbangan baik bagi akademisi, 

para penegak hukum, maupun bagi Lembaga Perlindungan Perempuan Dan Anak 

dalam pengembangan aturan hukum khususnya kepada lembaga yang merupakan 

penggiat perlindungan terhadap perempuan dan anak, sehingga menjadi lebih jelas 

perjuangan seperti apa yang harus di lakukakan untuk mengatasi permasalahan-

permasalahan yang di hadapi oleh perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

Dapat menjadi pertimbangan para aparat penegak hukum dalam mengadili 

suatu perkara pidana yang menyangkut perempuan dan anak sehingga terwujudnya 

penegakkan hukum yang berdasarkan  dengan cita hukum. 
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E. Kerangka Teori 

Dalam penulisan Skripsi ini, untuk menjawab permasalahan yang ada 

diperlukan suatu kerangka teori atau kerangka pemikiran. Yang menjadi kerangka 

teori atau kerangka pemikiran penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Teori Cita-Cita Hukum (Rechtside) 

Teori ini dikemukakan oleh Grustav Radbruch ada tiga nilai dasar yang 

harusnya terdapat dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan hukum, dan kepastian 

hukum
4
.dalam kondisi normal memang setiap hukum (peraturan perundang-

undangan ) termasuk  putusan hakim harus menjiwai ketiga nilai dasar hukum 

tersebut. Akan tetapi dalam prakteknya, sering kali terjadi pertentangan antara nilai 

keadilan dan kepastian hukum, atau antara nilai yang lainnya. 

Dengan demikian Grustav menggunakan asas prioritas dimana asas keadilan 

menjadi lebih prioritas dari kedua asas yang lainnya, menjawab permasalahan yang 

ada di indonesia dengan kultur masyarakat yang pluralis. 

b. Teori Kepastian Hukum 

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya “ atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan  tentang apa yang harus dilakukan. Norma – 

norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang  yang 

                                                           
4
 Antonius Sudirman, 2007, Hati Nurani Hakim dan Putusannya, PT.Citra Aditya Bakti, 

Bandung , hlm .44 
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berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu 

bertingkah laku dalam masyarakat, baik hubungan dengan sesama individu 

maupun  dalam hubungan dengan masyarakat.  

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani dan 

melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan tersebut 

menimbulkan kepastian hukum.
5
 

c. Teori Penjatuhan Putusan  

Hazewinkel berpendapat bahwa ada beberapa teori yang digunakan 

oleh hakim dalam pertimbangannya saat akan menjatuhkna putusan dalam 

suatu perkara, diantaranya adalah ;
6
 

1. Teori Keseimbangan  

Teori keseimbangan merupak teori yang menyeimbangkan 

antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan 

kepentingan yang berkaitan dengan suatu perkara,keseimbangan 

antara korban dan terdakwa dalam kepentingannya,keseimbangan 

antara tergugat dan pengggugat, termohon dan pemohon.  

2. Teori Pendekatan Seni Dan Intuisi  

Teori penjatuhan putusan yang didasarkan pada instink dari 

seorang Hakim, melalui keadaan yang terjadi pada saat 

persidangan Hakim mampu melihat keadaan dari korban maupun 

                                                           
5
 Peter Mahmud Marzuki,2008 , Pengantar Ilmu Hukum, Kencana,Jakarta, hlm.158 

6
 Ahmad Rifai .2010 .Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persprektif Hukum Progresif 

.Jakarta.Sinar Grafika hlm.105-112 
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terdakwa, dalam teori ini Hakim mengenyampingkan teori-teori 

yang berdasakan pada pengetahuan dan peraturan Perundang-

Undangan, sehingga seorang Hakim dapat menciptakan hukum 

yang baru. 

3. Teori Pendekatan Keilmuan 

Berbeda dengan teori sebelumnya yang mendasarkan pada 

instink , dalam teori ini Hakim dalam memutus suatu perkara 

berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, berdasarkan 

Undang-Undang yang mengatur tentang perkara yang sedang 

berlangsung dan berdasarkan pada teori-teori ilmu pengetahuan. 

4. Teori Kebijaksanaan 

Teori ini bertujuan untuk melakukan upaya perlindungan 

kepada masyarakat, kepada anak yang melakukan tindak pidana, 

dan juga teori ini digunakan untuk melakukakn pencegahan secara 

umum dan khusus. 

5. Teori Pendekatan Pengalaman 

Teori yang digunakan berdasarkan pada pengalaman seorang 

Hakim dari beberapa persidangan yang telah dialami sebelumnya, 

sehingga Hakim tau apa yang menjadi akibat dari putusan yang 

akan dijatuhkan kepada terdakwa. 
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F. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian  

Dalam mengkaji permasalahan hukum dalam penelitian ini penulis menggunakan 

tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif membahas doktrin-

doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.
7
 Yang berarti akan menggunakan bahan 

kepustakaan dalam penelitian ini. 

menurut T.M. Radhie penelitian dalam ilmu hukum adalah keseluruhan aktfivikas 

berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan , mengklasifikasikan, menganalisis 

dan menginterprestasi fakta serta hubungan dilapangan hukum dan dilapangan lain-

lain yang relevan bagi kehidupan hukum, dan berdasarkan pengetahuan yang 

diperoleh dapat dikembangkan  prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan cara-cara 

ilmiah untuk menanggapi berbagai fakta dan hubungan tersebut.
8
 

2. Metode Pendekatan Penelitian  

Pendekatan study kasus atau dalam bahasa inggris Case study aproach  dilakukan 

dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang di 

hadapi sekarang ini yang sudah ada putusan dari pengadilan  dan membandingkannya 

dengan Putusan Hakim Pengadilan yang lain .
9
 

                                                           
7
 Zainuddi Ali ,2014, Metode Penelitian Hukum, Jakarta,Sinar Grafika , hlm. 24. 

8
Teuku Muhammad Radhie,1974,  Penelitian Hukum dan Pembinaan dan Pembaharuan 

Hukum Nasional,Makalah,disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional ke III, (Jakarta :BHPN 

Departemen Kehakiman) hlm.14. 

 
9
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 

hlm. 93. 
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Adapun kasus yang akan di analisis adalah Putusan Hakim: 

979/K/Pid.Sus/2011/PN.Mgl dan Putusan Hakim :215/Pid.Sus/2012/PN.Spg 

G. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

Dalam melakukan penelitian hukum maka diperlukan bahan hukum 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Bahan Hukum Primer  

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial ,untuk menyelesaikan isu 

mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang 

seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan 

hukum baik bahan hukum sekunder maupun primer .
10

 Bahan hukum primer adalah 

bahan hukum yang memiliki otoritas ( autoritatif ), bahan hukum primer terdiri 

atas:
11

 

a. Peraturan perundang-undangan berupa kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain 

KUHP sumber hukum primer  lainnya yang digunakan adalah  

b. Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dan 

c.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

d. Putusan Hakim Nomor :979/k/Pid.Sus/2011/PN.Mgl dan Putusan Hakim Nomor 

:215/Pid.Sus/2012/PN.Spg. 

                                                           
10

 Peter Mahmud Marzuki,2007,  Penelitian Hukum ,Kencana,Jakarta, hlm. 141 
11

 Peter Mahmud Marzuki,Ibid hlm. 47 
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2. Bahan Hukum Sekunder 

 yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 

terdiri dari: 

a. Hasil penelitian; 

b. Jurnal ilmiah; 

c. Pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pernunjang dan yang memberikan 

petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yang terdiri dari: 

a. Kamus hukum; 

b. Ensiklopedia; 

c. Majalah; 

d. Surat kabar dan internet. 

H. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian 

Metode pengumpulan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah Metode 

Penelitian Kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk 

tertulis yang disebut bahan hukum.
12

 Dalam penelitian ini penulis mendapat bahan 

penelitian yang bersifat teoristis yaitu dengan membaca dan mempelajari Buku-Buku, 

Literatur, Dokumen, Majalah, Peraturan Perundang-Undangan, Internet, Hasil 

Peneletian, serta bahan lain yang erat hubungannya dengan permasalahan yang 

diteliti. 

                                                           
12

Usmawadi, Op Cit, hlm 283. 
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I. Pengolahan dan Analisis Bahan Penelitian 

Dalam penelitian Hukum Normatif, pengelolahan data pada hakekatnya 

merupakan kegiatan yang mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum 

tertulis. Semua data yang telah dikumpulkan yaitu data sekunder dan primer diolah 

secara kualitatif. Yang maksud dengan metode kualitatif  adalah suatu tata cara 

penelitian yang mengasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa saja dinyatakan oleh 

responden secara terlulis, lisan, dan  perilakunya yang nyata, yang akan diteliti dan 

dipelajari sebagai  sesuatu yang utuh.
13

 

J. Penarikan Kesimpulan 

Karena penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif, maka 

kesimpulannya dengan metode Deduktif, ialah “penarikan kesimpulan yang 

berdasarkan dari hal-hal yang bersifat umum dan kemudian  ditarik kesimpulan pada 

yang khusus”.
14

 

K. Sistematika Penulisaan 

Untuk memperoleh pembahasan yang tersusun secara sistematis maka penulis 

membuat sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori ,metode  penelitian dan 

sistematika penulisan.  

                                                           
13

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op. Cit, hlm. 250. 
14

Peter Salim dan Yeni Salim, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern 

English Pres,Jakarta, hlm. 327. 



 
 

31 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini penulis akan mengulas tentang tinjauan pustaka dalam skripsi ini 

mengenai, pengertian tindak pidana, tindak pidana cabul, korban, keadaan pingsan 

atau tidak berdaya. 

BAB III PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pembahasan tentang Tindak Pidana 

yang dilakukan terhadap korban dalam keadaan tidak berdaya, berdasarkakn Putusan 

Hakim Pengadilan Negeri Manggala dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang 

yang di dalam kedua putusan tersebut terdapat perbedaan dalam memberikan putusan 

dengan Tindak Pidana yang sama. Penulis juga akan mengkaji apa yang menjadi 

penyebab terjadinya perbedaan dalam memberikan putusan terhadap terdakwa. 

BAB IV PENUTUP  

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari topik pembahasan 

skripsi 
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